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Abstrak 

 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Garut masih belum optimal, 

sebagaimana tercermin dari capaian kinerja sebesar 23,88 pada tahun 2022 dan 23,92 

pada tahun 2023 yang belum mencapai target maksimal. Rendahnya kompetensi dan 

profesionalisme aparatur menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan 

kinerja PNS dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil 

di Kabupaten Garut, dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi dan faktor 

demografis (gender, tingkat pendidikan, serta lama kerja) sebagai variabel 

moderator. Penelitian menggunakan pendekatan Partial Least Squares-Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) dengan sampel sebanyak 99 responden yang dipilih 

melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan perangkat lunak 

SmartPLS 4, dilengkapi Importance-Performance Matrix Analysis (IPMA) dan 

Multi-Group Analysis (MGA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme (β = 0,339; f² = 0,154 – 

moderat) serta terhadap kinerja (β = 0,242; f² = 0,365 – tinggi). Profesionalisme juga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (β = 0,313; f² = 0,178 – moderat). 

Profesionalisme terbukti memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja secara 

parsial (indirect β = 0,106; VAF = 0,010 – moderat). Analisis MGA menemukan 

bahwa faktor demografis hanya memberikan moderasi yang signifikan namun lemah 

pada hubungan kompetensi terhadap profesionalisme (β = 0,090; f² = 0,075). Hasil 

IPMA mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja paling efektif dilakukan dengan 

memprioritaskan penguatan kompetensi adaptif dan teknis serta penyesuaian 

tuntutan jabatan. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten 

Garut meningkatkan program pengembangan kompetensi dan pembinaan 

profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan etika aparatur, serta 

penciptaan budaya kerja berorientasi pelayanan publik guna mengoptimalkan kinerja 

PNS. 

Kata Kunci: Kompetensi, Profesionalisme, Kinerja, Faktor Demografis, Pegawai 

Negeri Sipil, PLS-SEM, IPMA, Multi-Group Analysis 

  

1. Pendahuluan  

Pegawai Negeri Sipil memegang peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan 

dan memberikan pelayanan publik. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, kualitas kinerja 

PNS menjadi kunci utama dalam tercapainya tujuan negara, mulai dari efektivitas pelayanan 

publik hingga pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor penting 

yang dapat meningkatkan kualitas kinerja PNS adalah kompetensi yang diharapkan dapat 
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mendukung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai 

negeri. Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan respons strategis terhadap dinamika 

perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang menuntut pemerintahan yang lebih efektif, efisien, 

dan akuntabel. Dalam konteks kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), reformasi birokrasi menjadi 

kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan birokrasi tradisional yang seringkali ditandai 

dengan inefisiensi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta rendahnya profesionalisme 

aparatur. 

Berdasarkan hasil penelitian awal diduga terdapat fenomena masalah dalam penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Capaian Kinerja di Kabupaten Garut Tahun 2022-2023 

Instansi Tahun 
Capaian 

Kinerja 

Bobot Kinerja  

(PermenpanRB No.8 

Tahun 2018) 

Keterangan 

Pemerintah 

Kab. Garut 

2022 23.88 30 
Belum memenuhi nilai 

maksimal capaian kinerja 

2023 23.92 30 
Belum memenuhi nilai 

maksimal capaian kinerja 

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut 

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2023 dan 2022 masih belum optimal, 

disebabkan oleh lambatnya penyerapan belanja daerah dimana keterlambatan pelaksanaan 

program pembangunan dan program prioritas menunjukkan kurangnya kompetensi teknis dalam 

perencanaan dan manajemen proyek, lemahnya pengawasan dan disiplin ASN mencerminkan 

rendahnya komitmen profesional, serta kompleksitas program prioritas yang kurang terkoordinasi 

menunjukkan kurangnya sikap proaktif dan adaptif, yang merupakan elemen kunci 

profesionalisme. Hal ini terkait dengan kompetensi yang rendah, seperti kurangnya keterampilan 

teknis dalam manajemen proyek dan akuntansi akrual, serta profesionalisme yang lemah, terlihat 

dari disiplin kerja yang rendah dan kurangnya komitmen dalam koordinasi lintas sektor. 

 

Selain itu, Penilaian kompetensi PNS tahun 2022 sebesar 4,28 dan tahun 2023 sebesar 25,92 

dengan bobot maksimal 40 sehingga belum memenuhi standar kompetensi. Adapun Indeks 

Profesionalitas PNS tahun 2022 sebesar 46,99 dan tahun 2023 sebesar 76,65 masih dalam kategori 

sedang. Belum optimalnya profesionalisme PNS yang tercermin dari disiplin kerja, koordinasi 

lintas SKPD, serta adaptasi terhadap dinamika eksternal yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan 

karakteristik demografis pegawai (gender, tingkat pendidikan, dan lama kerja). Berdasarkan 

permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi terhadap Profesionalisme dalam Meningkatkan 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Garut”, dengan lokasi penelitian di Pemerintah 

Kabupaten Garut. 

 

Tinjauan Pustaka 

Kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin 

melalui perilaku kerja individu, yang menjadi dasar utama dalam meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (Komara, 2019; Spencer & Spencer, 1993). Dalam 

konteks sektor publik, kompetensi tidak hanya mencakup aspek teknis dan manajerial, tetapi juga 

dimensi sosial-kultural yang mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Kompetensi pegawai 

ASN dipahami sebagai karakteristik mendasar yang memengaruhi efektivitas kinerja dalam 

situasi kerja tertentu, meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan sikap 

(attitude) yang dapat dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja 
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(Wibowo, 2022; Suryana et al., 2024). Profesionalisme dalam organisasi publik didefinisikan 

sebagai sikap dan perilaku kerja yang mencerminkan integritas, tanggung jawab, etika, 

kemandirian, serta komitmen tinggi terhadap standar profesi dan pelayanan masyarakat 

(Sedarmayanti, 2018; Islamy, 2002). Profesionalisme aparatur sipil negara mencakup dimensi-

dimensi seperti pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap 

peraturan profesi, dan hubungan harmonis dengan sesama profesi. Profesionalisme berfungsi 

sebagai mekanisme normatif yang memperkuat konsistensi perilaku pegawai dalam menerapkan 

kompetensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi (Rahmadani et al., 2021; Langgeng 

& Wilasari, 2023). Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, kompetensi 

menjadi fondasi yang mendukung pembentukan profesionalisme. Kompetensi yang tinggi 

memungkinkan pegawai untuk melaksanakan tugas dengan lebih efektif, efisien, dan adaptif 

terhadap tuntutan perubahan, yang selanjutnya memperkuat sikap profesional seperti tanggung 

jawab, etika kerja, dan inisiatif (Setiawan, 2020; Irawati, 2024). Penelitian empiris menunjukkan 

bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme pegawai negeri 

sipil, karena kompetensi menyediakan kapabilitas teknis dan perilaku yang menjadi prasyarat bagi 

sikap profesional dalam pelayanan publik (Suryana et al., 2024; Wibowo et al., 2024). 

 

Kinerja pegawai negeri sipil merupakan hasil kerja yang diukur dari aspek kuantitas, kualitas, 

ketepatan waktu, serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target organisasi 

(Mangkunegara & Prabu, 2017; Thoha, 2021). Kinerja ASN tidak hanya mencerminkan 

pencapaian individu, tetapi juga kontribusi terhadap efektivitas pelayanan publik dan 

pembangunan daerah. Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, peningkatan kinerja pegawai 

menjadi agenda strategis yang didukung oleh pengembangan kompetensi dan profesionalisme 

aparatur (Prasojo & Kurniawan, 2020). 

 

Hubungan antara kompetensi, profesionalisme, dan kinerja pegawai dapat dijelaskan melalui 

human capital theory, yang menyatakan bahwa investasi pada pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan individu (human capital) akan meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi 

(Becker, 1964; Aman-Ullah et al., 2022). Kompetensi sebagai bentuk human capital menjadi 

input utama yang, jika diinternalisasi melalui profesionalisme, akan menghasilkan output kinerja 

yang lebih optimal. Profesionalisme berperan sebagai variabel mediasi karena mengubah 

kompetensi teknis menjadi perilaku kerja yang konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi 

hasil (Permata et al., 2024; Zamzam et al., 2024). 

 

Dalam konteks Indonesia, pengembangan kompetensi ASN diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menekankan sistem merit dan pelatihan 

berbasis kompetensi. Namun, implementasi kompetensi belum selalu menghasilkan peningkatan 

profesionalisme dan kinerja yang merata, terutama dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti 

kapasitas organisasi daerah dan karakteristik individu pegawai (Hidayat et al., 2023; Salomo & 

Rahmayanti, 2023). 

 

Faktor demografis (gender, tingkat pendidikan, dan lama kerja) berpotensi memoderasi hubungan 

antara kompetensi dan profesionalisme serta kinerja. Perbedaan karakteristik demografis dapat 

memengaruhi cara pegawai menginternalisasi kompetensi menjadi sikap profesional, karena 

pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan gender sering kali terkait dengan adaptasi, motivasi, 

dan akses terhadap pengembangan kapasitas (Hidayat & Wijaya, 2022; Pratiwi, 2025). Meskipun 

demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa pengaruh moderasi faktor demografis bersifat 

lemah atau tidak signifikan, mengindikasikan bahwa kompetensi dan profesionalisme merupakan 

faktor inti yang berlaku secara umum bagi seluruh pegawai ASN (Suryana et al., 2024; Wibowo 
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et al., 2024). Penelitian ini menggunakan perspektif human capital theory dan manajemen kinerja 

publik untuk menjelaskan bagaimana kompetensi sebagai determinan struktural memengaruhi 

profesionalisme sebagai mekanisme normatif, yang selanjutnya meningkatkan kinerja pegawai. 

Integrasi kedua perspektif ini diharapkan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif 

dibandingkan pendekatan parsial pada penelitian terdahulu. 

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja 

pegawai negeri sipil (Suryana et al., 2024; Handayani, 2024). Profesionalisme juga terbukti 

meningkatkan kinerja melalui peningkatan etika, tanggung jawab, dan kualitas pelayanan 

(Rahmadani et al., 2021; Irawati, 2024). Namun, sebagian besar kajian menguji kompetensi dan 

profesionalisme secara terpisah atau tanpa mempertimbangkan peran mediasi dan moderasi 

secara simultan, khususnya di tingkat pemerintah daerah seperti Kabupaten Garut (Setiawan, 

2020; Borman & Rudin, 2022). 

 

Kesenjangan empiris tersebut menunjukkan perlunya model integratif yang menguji kompetensi 

sebagai variabel independen, profesionalisme sebagai variabel mediasi, kinerja sebagai variabel 

dependen, serta faktor demografis sebagai moderator. Berdasarkan integrasi teori, kompetensi 

diposisikan sebagai determinan utama human capital yang memengaruhi profesionalisme melalui 

peningkatan kapabilitas individu (Wibowo, 2022). Profesionalisme kemudian menjadi jembatan 

normatif yang memperkuat pengaruh kompetensi terhadap kinerja (Permata et al., 2024). Interaksi 

antara kompetensi dan faktor demografis diyakini menghasilkan variasi dalam efektivitas 

peningkatan kinerja aparatur sektor publik (Aman-Ullah et al., 2022). 

 

 

2. Metodologi  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori, yang 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara kompetensi terhadap profesionalisme dalam 

meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, dengan profesionalisme sebagai variabel mediasi dan 

faktor demografis sebagai variabel moderator. Pendekatan kuantitatif dipilih karena 

memungkinkan pengujian hipotesis secara empiris melalui teknik analisis statistik multivariat 

yang canggih, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara objektif, terukur, dan dapat 

digeneralisasi dalam batas tertentu. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti sampel 

tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan, menggunakan instrumen 

penelitian yang terstruktur, analisis data bersifat statistik, serta berorientasi pada pengujian teori 

dan model struktural. (Sugiyono, 2020; Hair et al., 2017) 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menyimpulkan melalui model penelitian sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1. Model Penelitian 
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a. Populasi dan Sampel  

 

Populasi penelitian mencakup seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Garut. Mengingat populasi yang cukup besar dan tersebar di berbagai 

perangkat daerah, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, 

jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 99 orang. Teknik purposive 

sampling digunakan karena peneliti ingin memperoleh sampel yang representatif sesuai dengan 

karakteristik yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. (Sugiyono, 2020) 

 

b. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terstruktur yang disusun 

berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Variabel kompetensi diukur melalui 

tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Variabel profesionalisme 

dioperasionalkan melalui empat dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, 

kemandirian, dan keyakinan terhadap peraturan profesi. Variabel kinerja pegawai diukur 

berdasarkan dimensi kuantitas kerja, kualitas kerja, penggunaan waktu, dan kerjasama. Faktor 

demografis sebagai variabel moderator diukur melalui indikator gender, tingkat pendidikan, dan 

lama kerja. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat 

tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Menurut Sugiyono (2020), skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap fenomena sosial. 

Kuesioner telah melalui uji validitas dan reliabilitas sebelum digunakan. 

 

c. Teknik Analisis Data 

 

Data penelitian dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling 

(PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Analisis PLS-SEM dipilih karena 

mampu menguji model yang kompleks yang melibatkan variabel mediasi dan moderator secara 

simultan, serta tidak memerlukan asumsi distribusi normal data yang ketat (Hair et al., 2017). 

Proses analisis dilakukan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah evaluasi model 

pengukuran (outer model) yang meliputi uji validitas (outer loading, AVE, Fornell-Larcker 

criterion, HTMT) dan reliabilitas (Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability). Tahap kedua 

adalah evaluasi model struktural (inner model) yang mencakup uji koefisien jalur (path 

coefficient), nilai R², f², Q², serta uji signifikansi dengan bootstrapping. Selain itu, dilakukan 

analisis Importance-Performance Matrix Analysis (IPMA) untuk mengidentifikasi prioritas 

indikator yang perlu ditingkatkan, serta Multi-Group Analysis (MGA) untuk menguji perbedaan 

pengaruh antar kelompok berdasarkan faktor demografis. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan 

pemeriksaan asumsi dasar seperti multikolinearitas (VIF) dan predictive relevance. Sesuai dengan 

Hair et al. (2017) dan Sugiyono (2020), pendekatan PLS-SEM sangat sesuai untuk penelitian di 

bidang ilmu sosial dan administrasi publik yang bertujuan menguji hubungan kausal sekaligus 

memberikan rekomendasi praktis. 

 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

 

3.1. Hasil Penelitian 

 

Penelitian ini melibatkan 99 Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Garut yang dipilih 

menggunakan teknik purposive sampling. Seluruh kuesioner yang disebarkan kembali secara 
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lengkap sehingga tingkat respons mencapai 100%. Persepsi responden terhadap kompetensi ASN 

Kabupaten Garut berada pada rata-rata 80%, profesionalisme 78,2%, dan kinerja 79,9%. 

Meskipun ketiga variabel berada pada kategori tinggi, indikator adaptasi terhadap perubahan 

(67,6%), inisiatif kerja mandiri (66,2%), dan ketelitian (63,6%) masih tergolong rendah dengan 

kategori “Cukup”. Temuan ini konsisten dengan data sekunder yang menunjukkan kompetensi 

dan profesionalisme ASN Kabupaten Garut masih berada pada tingkat sedang, serta capaian 

kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. Kelemahan pada aspek adaptasi, inisiatif, dan 

ketelitian ini secara langsung berkontribusi terhadap lambatnya penyerapan anggaran, koordinasi 

lintas SKPD yang kurang efektif, inefisiensi birokrasi, serta rendahnya kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. 

 

Berikut hasil pengujian valliditas dan reliabilitas: 

 

Tabel 2. Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

 Cronbach's alpha Composite reliability  
Average variance 

extracted (AVE) 

Demografis 0.848 0.863 0.687 

Kinerja 0.930 0.934 0.641 

Kompetensi 0.893 0.898 0.612 

Profesionalisme 0.913 0.921 0.660 

 

Sumber : Peneliti (Diolah), 2026 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan dalam Tabel 2, diketahui bahwa seluruh variabel 

laten memiliki nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator dalam 

konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Selain itu, nilai Composite Reliability 

(CR) lebih dari 0,70, yang mengindikasikan bahwa reliabilitas konstruk telah memenuhi kriteria 

yang disyaratkan. Validitas model diuji melalui nilai AVE, di mana seluruh variabel memiliki 

AVE lebih dari 0,50, yang menunjukkan bahwa setiap variabel laten mampu menjelaskan lebih 

dari 50% varians indikator-indikator yang mengukurnya. Dengan demikian, hasil ini 

mengonfirmasi bahwa model penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat serta layak 

untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Hasil analisis Partial Least Squares-Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) menggunakan SmartPLS 4 menunjukkan bahwa kompetensi dan 

profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Ringkasan hasil analisis disajikan pada Tabel 3 berikut: 

 

Berdasarkan hasil analisis Multi Group Analysis (MGA) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pengaruh yang signifikan berdasarkan jenis kelamin. Dengan kata lain, variabel 

kompetensi dan profesionalisme memiliki pola hubungan yang konsisten pada responden laki-

laki dan perempuan. Sebagai langkah akhir dalam analisis penelitian ini, dilakukan pendekatan 

IPMA untuk mengidentifikasi indikator yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

tetapi masih memiliki tingkat pencapaian yang relatif rendah. Hasil analisis yang disajikan dalam 

tabel dan gambar berikut: 
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Gambar 2. IPMA 

 

Indikator yang berada dalam kuadran I (Prioritas Utama – Kepentingan Tinggi, Kinerja Rendah) 

ini merupakan aspek-aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kinerja pegawai, 

tetapi saat ini masih menunjukkan performa yang rendah. Oleh karena itu, intervensi dan 

perbaikan mendesak diperlukan agar dampaknya terhadap kinerja pegawai menjadi lebih optimal. 

Beberapa indikator yang termasuk dalam kategori ini adalah Demografis 3 yang menekankan 

bahwa golongan atau jabatan menuntut standar profesionalisme yang lebih tinggi, Kompetensi 10 

yang berkaitan dengan kemampuan memadai untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab 

pekerjaan, Kompetensi 7 yang menunjukkan keterampilan menggunakan metode atau alat kerja 

yang diperlukan, Kompetensi 8 yang terkait dengan kemampuan menyesuaikan cara kerja ketika 

menghadapi tuntutan pekerjaan yang berubah, serta Kompetensi 9 yang berkaitan dengan 

kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut, seluruh hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Temuan ini memberikan 

bukti empiris bahwa peningkatan kompetensi akan lebih efektif dalam meningkatkan kinerja 

dengan penguatan profesionalisme pegawai, dengan mempertimbangkan karakteristik demografis 

sebagai faktor yang memengaruhi dinamika hubungan tersebut. 

 

 

3.2. Pembahasan  

 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dengan path coefficient sebesar β = 0,339 dan tingkat 

signifikansi p < 0,004. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kompetensi memiliki daya 

pengaruh yang relatif kuat dalam membentuk sikap profesionalisme aparatur pada level 

pemerintah daerah. Secara substantif, pengaruh tersebut terjadi karena kompetensi menyediakan 

fondasi berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memungkinkan pegawai 

melaksanakan tugas dengan lebih efektif dan adaptif. Kejelasan pengetahuan tugas pokok, 

kemampuan teknis, serta adaptasi terhadap perubahan prosedur kerja mengurangi kesalahan dan 

meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam 

perspektif human capital theory, kompetensi berfungsi sebagai investasi sumber daya manusia 

yang menciptakan keselarasan antara kemampuan individu dengan tuntutan pekerjaan. Temuan 

ini sejalan dengan studi (Suryana et al., 2024) yang menegaskan bahwa kompetensi berpengaruh 

positif terhadap profesionalisme pegawai negeri sipil, serta mendukung pandangan (Wibowo, 

2022) bahwa pengembangan kompetensi menjadi prasyarat utama terbentuknya sikap profesional 

aparatur. Penelitian ini memperluas literatur dengan menunjukkan bahwa di konteks Kabupaten 
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Garut, kompetensi tetap menjadi determinan signifikan profesionalisme meskipun kapasitas 

organisasi dan akses pelatihan antar SKPD bervariasi. 

 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan path coefficient sebesar β = 0,313 dan tingkat 

signifikansi p < 0,000. Meskipun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan kompetensi, kontribusi 

profesionalisme tetap bermakna dalam meningkatkan performa aparatur. Mekanisme pengaruh 

ini terjadi karena internalisasi nilai-nilai profesionalisme, seperti tanggung jawab, etika kerja, 

kemandirian, dan orientasi pelayanan, membentuk perilaku kerja yang lebih disiplin, kooperatif, 

dan bertanggung jawab. Dalam kerangka manajemen kinerja publik, profesionalisme berperan 

sebagai mekanisme normatif yang memperkuat penerapan kompetensi menjadi hasil kerja yang 

berkualitas. Temuan ini konsisten dengan teori organisasi yang menyatakan bahwa sikap 

profesional membentuk konsistensi perilaku dan orientasi hasil, serta sejalan dengan (Rahmadani 

et al., 2021) yang menemukan hubungan signifikan antara profesionalisme dan kinerja pegawai. 

Namun demikian, berbeda dengan studi yang menggunakan konsep profesionalisme secara 

umum, penelitian ini mengoperasionalisasikan profesionalisme dengan indikator spesifik ASN 

(pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, dan kemandirian) sesuai konteks pelayanan publik 

daerah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual terhadap literatur 

administrasi publik dengan menunjukkan bahwa profesionalisme dapat menjadi jembatan efektif 

antara kompetensi dan kinerja. Secara praktis, hasil ini mengindikasikan perlunya penguatan 

internalisasi profesionalisme melalui keteladanan pimpinan, pembinaan etika aparatur, serta 

integrasi nilai profesionalisme ke dalam sistem penilaian kinerja. Keterbatasan yang perlu dicatat 

adalah bahwa pengukuran profesionalisme masih berbasis persepsi responden, sehingga 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan campuran atau indikator perilaku objektif 

untuk memperdalam validitas temuan. 

 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara 

langsung terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil dengan path coefficient sebesar β = 0,242 (p = 

0,005). Pengaruh langsung ini menunjukkan bahwa kompetensi tidak hanya bekerja melalui 

profesionalisme, tetapi juga memberikan kontribusi mandiri yang cukup kuat terhadap 

peningkatan kinerja. Hal ini sesuai dengan human capital theory yang menyatakan bahwa 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai secara langsung meningkatkan 

produktivitas dan kualitas kerja. Secara tidak langsung, profesionalisme terbukti memediasi 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja dengan efek tidak langsung sebesar 0,106 (p = 0,019). 

Temuan mediasi ini memperkuat argumen bahwa kompetensi akan lebih optimal meningkatkan 

kinerja apabila diinternalisasi melalui sikap profesional yang tinggi. Profesionalisme berfungsi 

sebagai variabel intervening yang mengubah kompetensi teknis menjadi perilaku kerja yang 

konsisten dan berorientasi pada pelayanan publik. 

 

Secara keseluruhan, model penelitian mampu menjelaskan 69,8% variasi kinerja Pegawai Negeri 

Sipil (R² = 0,678). Nilai tersebut menunjukkan bahwa model integratif yang dikembangkan 

memiliki daya jelas yang kuat dalam konteks organisasi sektor publik daerah. Temuan ini 

menegaskan bahwa peningkatan kinerja aparatur tidak dapat dijelaskan secara parsial melalui 

kompetensi atau profesionalisme saja, melainkan melalui interaksi keduanya secara simultan. 

Kompetensi menyediakan kapabilitas teknis dan manajerial, sedangkan profesionalisme 

bertindak sebagai mekanisme normatif yang memastikan kapabilitas tersebut diterapkan secara 

konsisten dan bertanggung jawab. Sinergi antara kedua variabel ini mendukung argumentasi 

human capital theory dan manajemen kinerja publik bahwa efektivitas organisasi publik sangat 

dipengaruhi oleh kombinasi antara kemampuan individu dan sikap kerja yang profesional. Hasil 

ini juga menguatkan pandangan (Permata et al., 2024; Zamzam et al., 2024) bahwa reformasi 
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manajemen SDM aparatur akan lebih efektif apabila kompetensi didukung oleh penguatan 

profesionalisme. 

 

Dibandingkan pendekatan parsial yang dominan dalam studi sebelumnya, model integratif ini 

memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai determinan kinerja Pegawai Negeri 

Sipil pada level pemerintah daerah. Implikasi praktisnya adalah perlunya strategi pengembangan 

SDM aparatur yang terintegrasi, di mana program peningkatan kompetensi (pelatihan teknis dan 

manajerial) diiringi dengan pembinaan profesionalisme secara sistematis agar investasi 

kompetensi menghasilkan dampak nyata pada peningkatan kinerja. Selain itu, hasil IPMA 

mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja paling efektif dilakukan dengan memprioritaskan 

penguatan kompetensi adaptif dan teknis serta penyesuaian tuntutan jabatan berada pada kuadran 

prioritas utama (tinggi importance, rendah performance). Indikator ini memerlukan intervensi 

yang lebih intensif untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Garut.  

 

Keterbatasan desain penelitian yang bersifat cross-sectional tidak memungkinkan analisis kausal 

jangka panjang, sehingga penelitian longitudinal direkomendasikan untuk menguji stabilitas 

hubungan antarvariabel dari waktu ke waktu. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk 

memperluas cakupan sampel ke beberapa kabupaten/kota agar temuan lebih generalizable. 

 

 

4. Kesimpulan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap profesionalisme dalam 

meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Garut, dengan profesionalisme sebagai 

variabel mediasi dan faktor demografis sebagai variabel moderator. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme, demikian pula 

profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil. 

Kompetensi juga berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja. 

Profesionalisme terbukti memediasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Secara keseluruhan, 

seluruh hipotesis utama penelitian diterima. 

 

Secara kuantitatif, model penelitian mampu menjelaskan 69,8% variasi kinerja Pegawai Negeri 

Sipil (R² = 0,678; p < 0,05). Koefisien jalur menunjukkan bahwa kompetensi (β = 0,242) memiliki 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap kinerja. Profesionalisme berperan sebagai mediator 

dengan efek tidak langsung sebesar 0,106. Hasil Multi-Group Analysis menunjukkan bahwa 

faktor demografis memoderasi secara signifikan (meskipun lemah) pada hubungan kompetensi 

terhadap profesionalisme, sedangkan moderasi pada jalur lainnya tidak signifikan. 

 

Implikasi utama penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kabupaten Garut perlu memperkuat 

program pengembangan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis, manajerial, dan adaptasi 

digital yang lebih terarah dan berkelanjutan; (2) internalisasi profesionalisme harus dilakukan 

secara konsisten melalui pembinaan etika kerja, penanaman nilai tanggung jawab, integrasi 

indikator profesionalisme dalam sistem penilaian kinerja, serta keteladanan pimpinan; serta (3) 

strategi peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu dirancang secara integratif dengan 

memadukan pengembangan kompetensi sebagai fondasi struktural dan penguatan 

profesionalisme sebagai mekanisme normatif. 

 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada desain potong lintang (cross-sectional) dan penggunaan 

data berbasis persepsi responden yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas, serta cakupan 

penelitian yang terbatas pada satu wilayah kabupaten. Penelitian selanjutnya disarankan 
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menggunakan desain longitudinal dan memperluas objek penelitian ke beberapa daerah untuk 

meningkatkan generalisasi temuan. Selain itu, pendekatan mixed methods dapat digunakan untuk 

memperdalam pemahaman mengenai proses internalisasi kompetensi menjadi profesionalisme. 

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model integratif berbasis human capital 

theory dan manajemen kinerja publik yang menggabungkan determinan struktural (kompetensi), 

mekanisme normatif (profesionalisme), serta faktor demografis sebagai moderator dalam 

menjelaskan kinerja aparatur sektor publik pada level pemerintah daerah. Hasil Importance-

Performance Matrix Analysis (IPMA) juga memberikan rekomendasi prioritas praktis bagi 

pengambil kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja ASN. 
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